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RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: a. bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan pajak 

kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada 

prinsip desentralisasi, merupakan upaya untuk 

mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

lebih berkeadilan dan mengutamakan hajat hidup 

orang banyak dalam pelaksanaan pembangunannya; 

 b. bahwa demi mewujudkan pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat, pemerintah daerah 

dapat melakukan pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah dengan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

 c. bahwa guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah 

dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, 

perlu menyempurnakan pengaturan tentang 

administrasi perpajakan dan retribusi di daerah; 

 d. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting 

guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah 

dan pembangunan di daerah; 

 e.  

 

 

 

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan 

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 
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 f. bahwa terdapat berbagai perkembangan, 

permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat 

yang belum mampu dijawab oleh Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

 g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

Mengingat:  1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, 

Pasal 22D, Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH. 

 

 

Pasal I 
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Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049) diubah sebagai berikut:   

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 8, angka 9, angka 

13 dan angka 28 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 

(dua) angka yakni angka 13a dan 13b, angka 28, dan diantara angka 28 

dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 28a sehingga Pasal 

1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang 

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
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6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi 

Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.  

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut 

dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.  

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah 

peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.  

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor.  

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 

secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.  
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13a. Pajak Alat Berat, yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas 

penyerahan kepemilikan, kepemilikan dan/atau penguasaan serta 

pemanfaatan alat berat. 

13b. Alat Berat adalah alat yang digunakan pada proyek berskala besar 

untuk menggali, memecah, dan memindahkan tanah dan/atau 

batuan serta material lain. 

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan 

hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak 

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan 

usaha.  

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.  

16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar 

cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.  

17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan.  

18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di 

darat.  

19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.  

21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).  

22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran.  

23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/katering.  
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24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.  

26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.  

28. Pajak Penggunaan Tenaga Listrik adalah pajak atas penggunaan 

tenaga listrik yang disediakan oleh negara. 

28a.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang 

dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala 

macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk 

komunikasi, elektronika, atau isyarat. 

29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  

30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara.  

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor.  

32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara. 

33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah.  

34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

di bawah permukaan tanah.  

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.  
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36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan 

collocalia linchi.  

37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan.  

38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.  

39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.  

40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.  

41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.  

42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 

tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 

hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan 

bangunan.  

44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 

Pajak.  

45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah.  

46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 
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3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.  

47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 

tidak sama dengan tahun kalender. 

48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah.  

49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 

besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan 

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib 

Retribusi serta pengawasan penyetorannya.  

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 

subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain 

ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 

Daerah.  

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang. 
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54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 

SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 

kepada Wajib Pajak.  

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, 

dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.  

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 

pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak.  

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.  

59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 

Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.  

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
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Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 

dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 

rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.  

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan.  
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69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  

71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah.  

72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 

73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah dan retribusi daerah.  

76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
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terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Alat Berat; 

e. Pajak Air Permukaan; dan 

f. Pajak Rokok. 

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penggunaan Tenaga Listrik; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau 

disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi 

tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan 
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gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah 

kabupaten/kota.  

  

3. Diantara Bagian keempat dan kelima Bab II, disisipkan satu Bagian yakni 

Bagian keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keempat A 

Pajak Alat Berat 

 

Pasal 20A 

Objek PAB meliputi: 

a. penyerahan kepemilikan Alat Berat baru; dan 

b. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. 

 

Pasal 20B 

Objek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dikecualikan bagi: 

a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan TNI/POLRI; dan 

b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari 

Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 20C 

(1) Subjek PAB ditetapkan: 

a. untuk penyerahan kepemilikan Alat Berat baru adalah orang 

pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kepemilikan Alat 

Berat baru; dan 

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat adalah orang 

pribadi atau Badan yang memiliki Alat Berat. 

(2) Wajib PAB ditetapkan: 

a. untuk penyerahan kepemilikan Alat Berat baru adalah orang 

pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kepemilikan Alat 

Berat baru; dan 
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b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat adalah orang 

pribadi atau Badan yang memiliki Alat Berat. 

 

Pasal 20D 

(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 

harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan. 

(3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai 

sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun 

Pajak sebelumnya. 

(4) Dalam hal harga pasaran umum suatu Alat Berat tidak diketahui, nilai 

jual Alat Berat dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh 

faktor-faktor: 

a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang 

sama; 

b. penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi; 

c. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama; 

d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat yang sama; 

e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat; 

f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis; dan 

g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor 

barang. 

(5) Pedoman penetapan nilai jual Alat Berat diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 

Pasal 20E 

(1) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20D 

dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

(2) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk selanjutnya dapat diperbarui 

kembali. 
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Pasal 20F 

(1) Tarif PAB: 

a. untuk penyerahan kepemilikan Alat Berat baru ditetapkan paling 

tinggi 5% (lima persen); dan 

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat ditetapkan 

paling tinggi 2% (dua persen). 

(2) Tarif PAB ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Pasal 20G 

(1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20E 

dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F. 

(2) PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat domisili pemilik 

dan/atau yang menguasai Alat Berat. 

(3) Dalam hal Alat Berat digunakan di luar provinsi tempat pemilik 

dan/atau yang menguasai berdomisili untuk jangka waktu 6 (enam) 

bulan atau lebih, Pajak dipungut di wilayah provinsi tempat Alat Berat 

digunakan. 

 

Pasal 20H 

(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang 

sejak tanggal, bulan, dan tahun Wajib Pajak diakui secara sah 

memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. 

(2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan 

untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut. 

(3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar 

sekaligus di muka. 

(4) Dalam hal Alat Berat digunakan di luar provinsi tempat pemilik 

dan/atau yang menguasai berdomisili untuk jangka waktu 6 (enam) 

bulan atau lebih, pemilik dan/atau penguasa Alat Berat dapat 

mengajukan restitusi kepada provinsi asal. 

(5) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat yang karena 

keadaan kahar jangka waktunya belum sampai 12 (dua belas) bulan, 
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dapat dilakukan restitusi atas Pajak yang sudah dibayar untuk porsi 

jangka waktu yang belum dilalui. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

 

4. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 42 dihapus, Ketentuan ayat (2) huruf h 

Pasal 42 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (2a), serta penjelasannya sehingga Pasal 42 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 42 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 

dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d. pameran; 

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. dihapus; 

h. balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); dan 

j. pertandingan olahraga. 

(2a) Objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi: 

a. penyelenggaraan hiburan kesenian, musik, tari, dan/atau busana 

rakyat/tradisional yang bersifat sosial; 

b. penyelenggaraan hiburan kesenian, musik, tari, dan/atau busana 

rakyat/tradisional untuk pelestarian budaya; 

c. penyelenggaraan hiburan kesenian, musik, tari, dan/atau busana 

rakyat/tradisional yang tidak untuk tujuan komersial; dan 
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d. penyelenggaraan hiburan kesenian, musik, tari, dan/atau busana 

rakyat/tradisional dalam upacara keagamaan dan di lingkungan 

pendidikan. 

(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dikecualikan dengan Peraturan Daerah. 

5. Ketentuan Pasal 52 dan penjelasannya diubah sehingga rumusan Pasal 

52 dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 52  

(1) Objek Pajak Penggunaan Tenaga Listrik adalah Penggunaan Tenaga 

Listrik yang disediakan oleh negara. 

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Penggunaan Tenaga Listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. penggunaan Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

b. penggunaan Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal 

balik; 

c. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan 

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis 

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan  

d. penggunaan Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan 

Daerah. 

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53  

(1) Subjek Pajak Penggunaan Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau 

Badan yang dapat menggunakan Tenaga Listrik.  

(2) Wajib Pajak Penggunaan Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan Tenaga Listrik. 

 

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 54 

(1) Dasar pengenaan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari 

negara adalah nilai jual Tenaga Listrik.  

(2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah 

dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam 

rekening listrik. 

 

8. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 55 

(1) Tarif Pajak Penggunaan Tenaga Listrik ditetapkan paling tinggi sebesar 

10% (sepuluh persen).  

(2) Tarif Pajak Penggunaan Tenaga Listrik ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

 

9. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 56  

(1) Besaran pokok Pajak Penggunaan Tenaga Listrik yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54.  

(2) Pajak Penggunaan Tenaga Listrik yang terutang dipungut di wilayah 

daerah tempat penggunaan Tenaga Listrik.  

(3) Hasil penerimaan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik paling sedikit 10 % 

(sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan listrik dan/atau 

penerangan jalan. 

 

10. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf l Pasal 110 

dihapus sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 110 

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:  

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
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b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  

c. dihapus;  

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;  

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  

f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. dihapus;  

h. dihapus; 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;  

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;  

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;  

l. dihapus;  

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak 

dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan 

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-

cuma. 

11. Ketentuan Pasal 113 dihapus. 

12. Ketentuan Pasal 117 dihapus. 

13. Ketentuan Pasal 118 dihapus. 

14. Ketentuan Pasal 122 dihapus. 

15. Penjelasan Pasal 124 diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 124 

adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal 

undang-undang ini. 

Pasal II 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan 

Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sepanjang 

tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat 

ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang; 
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2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sepanjang yang terkait dengan 

jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih tetap berlaku 

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan 

Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan 

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 

(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

 

 

Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.  

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal ... 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 tanda tangan 

 

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ... 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

tanda tangan 

 

YASONNA H LAOLY 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN 

 ATAS  

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

I. UMUM  

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap 

daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, 

ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. 

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

harus didasarkan pada Undang-Undang.  
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Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi 

diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang 

tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis 

Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak 

kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi 

kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi 

kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang 

tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis 

Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut 

hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang 

dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi 

kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan 

dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah 

menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar 

pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 

(dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta 

menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak 

provinsi. 

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan 

memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. 

Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. 

Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat 

diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh 

karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang 

semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam 

kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan 

kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan 

Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, 

hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan 

dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan 
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Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang 

tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa 

antardaerah.  

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-

Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap 

APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam 

penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan 

pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana 

alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong 

provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan 

dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.  

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan 

berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum 

dapat diatasi oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan pengawasan 

terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi 

tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Pusat untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan 

dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah 

yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) 

hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah 

Pusat. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah Pusat 

dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan 

Retribusi.  

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah 

tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak 

menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan 

beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang 

telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Tidak efektifnya pengawasan 

tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi 

terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem 

pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung 

dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu 

dari Pemerintah.  
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Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini 

kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian 

kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti 

dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan 

retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan 

tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya 

mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar 

terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang 

mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak 

terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan 

masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena 

merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.  

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi 

daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih 

besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian 

kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan 

retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah 

dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. 

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak 

yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 

antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas 

izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari 

suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor 

tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan 

memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat 

dan menambah jenis Pajak baru.  
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Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel 

diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran 

diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis 

Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet 

sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak 

baru bagi provinsi. 

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan 

perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis 

Retribusi. Terdapat 2 (dua) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu 

Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi. 

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif 

untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat 

menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya 

diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas 

maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk 

menghindari perang tarif pajak antardaerah untuk objek pajak yang 

mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang 

ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.  

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan 

peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah 

lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-

Undang ini nilai jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan 

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan 

beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri 

Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual 

Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak 

Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat 



Draft RUU Perubahan UU PDRD 
Per 28 November 2020 
 

kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan 

Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan 

kendaraan kedua dan seterusnya. Khusus untuk Pajak Rokok, dasar 

pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan secara 

definitif di dalam Undang-Undang ini, agar Pemerintah Pusat dapat 

menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh 

industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah melalui 

penetapan tarif cukai nasional.  

Materi muatan yang diubah dalam undang-undang ini diantaranya 

penambahan materi mengenai pajak alat berat, pengecualian objek pajak 

hiburan, perubahan nomenklatur terkait pajak penerangan jalan 

menjadi Pajak Penggunaan Tenaga Listrik, dan perubahan penghitungan 

tarif retribusi menara telekomunikasi. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam 

Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan 

untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak 

Penggunaan Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk membiayai 

penyediaan listrik atau penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor 

sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan 

jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan Pajak 

Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan 

masyarakat dan penegakan hukum. 

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan 

pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang 

dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-

Undang. Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka 

peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang 

juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk 

menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga 

dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan 

perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang juga diatur dengan 

peraturan pemerintah.  
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Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan 

pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi 

preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum 

dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 

Pemerintah Pusat. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan 

kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan 

dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana 

alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena 

Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan 

dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam 

penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan 

kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan 

memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada 

gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 20A 

Cukup jelas. 

  Pasal 20B 

Cukup jelas. 

  Pasal 20C 

Cukup jelas. 

Pasal 20D 
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Cukup jelas. 

Pasal 20E 

Cukup jelas. 

Pasal 20F 

Cukup jelas. 

Pasal 20G 

Cukup jelas. 

Pasal 20H 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 
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Yang dimaksud dengan pertandingan 

olahraga yakni pertandiangan yang 

ditujukan untuk tujuan komersil. 

Ayat (2a) 

Huruf a 

Penyelenggaraan hiburan kesenian, 

musik, tari, dan/atau busana 

rakyat/tradisional yang bersifat sosial 

antara lain kegiatan amal. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 5 

   Pasal 52 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 110 
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Cukup jelas. 

Angka 11 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Angka 13 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Pasal 124 

Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya 

operasional pengendalian dan pengawasan dengan 

komponen biaya meliputi honorarium petugas 

pengawas, transportasi, uang makan, dan alat 

tulis kantor. 

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai 

berikut: 

RPMT = TP x TR 

Keterangan: 

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara  

Telekomunikasi 

TP = Tingkat Penggunaan jasa 

TR = Tarif Retribusi 

Tingkat penggunaan jasa (TP) dihitung 

berdasarkan frekuensi pengendalian dan 

pengawasan. 

Besaran Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi dapat memperhitungkan zonasi, 
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ketinggian menara, jenis menara, dan jarak 

tempuh. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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